
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2 0 1 2

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :  b a h w a  u n t u k  melaksanakan ketentuan Pasal 184  aya t  (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Per tanggung jawaban P e l a k s a n a a n  A n g g a r a n
Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan pal ing lambat 6  (enam) bu lan
setelah tahun anggaran berakhir perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan d a n  Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun Anggaran 2011;

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1 9 6 4  tentang Pembentukan Daerah Tingkat  I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I  Sulawesi
Utara Te n g a h  dan Daerah Tingkat I  Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  1964 Nomor 94,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 1 2  Ta h u n  1985 tentang Pajak
Bumi d a n  B a n g u n a n  (Lembaran Negara Repub l i k
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun



4. Undang-Undang Nomor  2 1  Ta h u n  1 9 9 7  tentang B e a
Perolehan H a k  A tas  Tanah  d a n  Bangunan (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  1 9 9 7  Nomor  4 4 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7 ,  Ta m b a h a n  Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang N o m o r  1  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara  Repub l i k
Indonesia Tahun  2004 Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang N o m o r  1 5  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6 6 ,  Ta m b a h a n  Lemba ran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua a tas  Undang-Undang
Nomor 3 2  Ta h u n  2004  tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4844);

10. Undang-Undang N o m o r  3 3  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Perimbangan Keuangan An ta ra  Pemerintah Pusat  d a n
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 2 8  Ta h u n  2009 tentang Pajak
Daerah d a n  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 4  Ta h u n  2004  tentang
Kedudukan Protokoler d a n  Keuangan P impinan  d a n
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Ta h u n  2 0 0 4  N o m o r  9 0 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) s e b a g a i m a n a  t e l a h  d i ubah  te rakh i r  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Ta h u n  2007  tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 4  Ta h u n  2005  tentang
Standar A k u n t a n s i  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  2005 Nomor 49,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 4  Ta h u n  2005  tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 6  Ta h u n  2005  tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 7  Ta h u n  2005  tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 1 3 9 ,  Ta m b a h a n  Lembaran  Negara  Repub l i k
Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8  Ta h u n  2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9  Ta h u n  2005  tentang
Pedoman Pembinaan d a n  Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor  8  Ta h u n  2 0 0 6  tentang
Pelaporan Keuangan d a n  Kiner ja  Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan  Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4614);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang P e d o m a n  Pengelo laan K e u a n g a n  D a e r a h ,
sebagaimana t e l ah  d i u b a h  dengan Peraturan Menter i
Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2 0 0 6  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0 9
Tahun. 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran. Daerah  Provinsi  Sulawesi Tengah
Tahun 2008 Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0 7
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0 3
Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

a. Pendapatan Rp. 1.410.593.609.445,21
b. Belanja Rp. 1.426.082.333.706,25

Surplus/Defisit

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

Rp. (15.488.724.261,04)

Rp. 220.705.397.742,33
2. Pengeluaran Rp. 0 , 0 0
Pembiyaan Neto Rp. 220.705.397.742,33

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.312.675.482.046,17
2. Realisasi Rp. 1.410.593.609.445,21
Selisih lebih/ (Kurang) Rp. 97 .918 .127 .399 ,04

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN D A E R A H  TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN D A N  B E L A N J A
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN
2011.

Pasal J.
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun  Anggaran 2011 berupa

laporan keuangan rnemuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan  keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan k iner ja  d a n  i kh t i sa r  laporan keuangan badan  u s a h a  m i l i k
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  h u r u f  a  sebagai
berikut :

Pasal 3
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut.
a. Selisih A n g g a r a n  d e n g a n  R e a l i s a s i  P e n d a p a t a n  s e j u m l a h

Rp. 97.918.127.399,04 dengan rincian sebagai berikut:

b. Selisih A n g g a r a n  d e n g a n  R e a l i s a s i  B e l a n j a  s e j u m l a h
Rp. (100.598.546.082,25) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Belanja setelah perubahan R p . 1 . 5 2 6 . 6 8 0 . 8 7 9 . 7 8 8 , 5 0
2. Realisasi R p . 1 . 4 2 6 . 0 8 2 . 3 3 3 . 7 0 6 , 2 5
Selisih lebih /  (Kurang) R p .  (100.598.546.082,25)

c. Selisih A n g g a r a n  d e n g a n  R e a l i s a s i  S u r p l u s / D e f i s i t  s e j u m l a h
Rp. 198.516.673.481,29 dengan rincian sebagai berikut :
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d. Selisih Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan
Pembiayaan sejumlah Rp.0,00- dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Setelah Perubahan R p .  220.705.397.742,33
2. Realisasi R p .  220.705.397.742,33
3. Selisih lebih /  (Kurang) R p .  0 , 0 0

e. Selisih Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan s e j u m l a h  R p . ( 6 . 7 0 0 . 0 0 0 .
sebagai b e r i k u t :
1. Anggaran Setelah Perubahan
2. Realisasi
Selisih lebih /  (Kurang)

dengan Realisasi Pengeluaran
000,00) d e n g a n  r i n c i a n

Rp. 6 .700 .000 .000 ,00
Rp. 0 , 0 0
Rp. (6.700.000.000,00)

f. Sel is ih Anggaran Pembiayaan net to  dengan Realisasi Pembiayaan net to
sejumlah Rp. 6.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Setelah Perubahan R p .  214.005.397.742,33
2. Realisasi R p .  220.705.397.742,33
Selisih lebih /  (Kurang) R p .  6 .700 .000 .000 ,00

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  b per 31 Desember
Tahun 2011 sebagai berikut
a. Jumlah Aset R p .  3.997.858.005.579,48
b. Jumlah Kewajiban R p .  15 .344 .892 .808 ,00
c. Jumlah Equitas Dana R p .  3.982.513.112.771,48

Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  c untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011 R p .  220.705.397.742,33
b. Arus kas dari aktivitas operasi R p .  191.370.115.198,96
c. A rus  kas dari aktivitas investasi asset non-

keuangan R p . ( 2 0 6 . 8 5 8 . 8 3 9 . 4 6 0 , 0 0 )
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan R p .  0 , 0 0
e. A rus  kas dari aktivitas non anggaran R p .  0 , 0 0
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011 R p .  205.216.673.481,29

Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d  Ta h u n  Anggaran 2011 memuat  informasi ba i k  secara kuant i tat i f
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran I  sampai dengan Lampiran I V  dan  merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a. Lampiran I L a p o r a n  realisasi anggaran

Lampiran I.1 R i n g k a s a n  laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintah daerah dan organisasi;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi,
program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut u r u s a n  p e m e r i n t a h a n  d a e r a h ,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.2

Lampiran. 1.3
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Lampiran I.5 D a f t a r  piutang daerah;
Lampiran 1.6 D a f t a r  penyertaan modal (investasi daerah);
Lampiran 1.7 D a f t a r  realisasi penambahan dan  pengurangan

aset tetap daerah;
Lampiran I.8 D a f t a r  realisasi penambahan dan  pengurangan

aset lainnya;
Lampiran I.9 D a f t a r  kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai akh i r  t ahun  d a n  dianggarkan kembal i
dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.10 D a f t a r  Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran 1.11 D a f t a r  Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

b. Lampiran II N e r a c a
c. Lampiran III L a p o r a n  Arus Kas
d. Lampiran IV C a t a t a n  atas Laporan Keuangan

Pasal 8
(1) Laporan  keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

atas:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
b. Ikht isar Laporan Keuangan Badan Usaha M i l i k  Daerah/Perusahaan

Daerah tercantum dalam Lampiran VI.
(2) Lamp i ran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah in i .

Pasal 9
Ketentuan leb ih  l an j u t  mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24  J u l i  2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di P a l u
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DA RAH PROVINSIrbsuLAWE TENGAH,
7

AMDJAD LAWASA



Lampiran 1.5 D a f t a r  piutang daerah;
Lampiran I.6 D a f t a r  penyertaan modal (investasi daerah);
Lampiran. 1.7 D a f t a r  realisasi penambahan dan  penguran.gan

aset tetap daerah;
Lampiran 1.8 D a f t a r  realisasi penambahan dan  pengurangan

aset lainnya;
Lampiran I.9 D a f t a r  kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan

sampai a k h i r  t ahun  d a n  dianggarkan kembal i
dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran 1.10 D a f t a r  Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran. 1.11 D a f t a r  Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

b. Lampiran II N e r a c a
c. Lampiran III L a p o r a n  Arus Kas
d. Lampiran IV C a t a t a n  atas Laporan Keuangan

Pasal 8
(1) Laporan  keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

atas:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V; dan
b. lkht isar Laporan Keuangan Badan Usaha M i l i k  Daerah/Perusahaan

Daerah tercantum dalam Lampiran VI.
(2) Lamp i ran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah in i .

Pasal 9
Ketentuan leb ih  l an j u t  mengenai Rincian Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24  J u l i  2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd
LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di P a l u
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SI TENGAH,

AMDJAD LAWASA


